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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia telah masuk pada Era digitalisasi dimana seluruh informasi dapat 

diakses kapan pun dan dimana pun oleh semua manusia. Manusia sebagai pelaku 

utama dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang serasi dengan cita cita 

negara sudah semestinya memiliki kompetensi untuk menjawab pesatnya 

perkembangan zaman agar mampu bersaing di Era digitalisasi yang sudah masuk di 

Indonesia. Sistem Pemerintahan yang sesuai dengan harapan antara pemerintah dan 

masyarakatnya mendorong terjadinya penyelenggaraan program pemerintah. E- 

Government merupakan istilah yang sering digunakan masyarakat umum untuk 

menyebut perkembangan teknologi berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan 

sebagian besar negara di dunia terutama di Indonesia. Dalam rangka mendorong 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan pelayanan publik, e-government adalah penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam prosedur pemerintahan. Media sosial merupakan 

salah satu contoh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat berfungsi sebagai 

saluran atau jembatan antara negara dan rakyat. 

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bahwa hal ini akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas kesempatan untuk 

mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dengan merampingkan layanan, pemerintah 

menunjukkan bahwa mereka lebih peduli terhadap masyarakat. Kemampuan PTSP 

untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelesaian pelayanan 
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waktu dan biaya tidak melebihi ketentuan peraturan, kejelasan prosedur, surat- 

surat untuk mengisi permohonan izin yang sama dapat dikurangi, untuk mikro, kecil  

dan Usaha menengah (UMKM) dibebaskan dari biaya perizinan, serta kemudahan 

dalam mengakses informasi pelayanan kepada masyarakat, menjadi salah satu 

simplifikasi yang diterapkan. Semua bentuk penyederhanaan tersebut dalam rangka 

mendorong kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Peraturan yang telah 

diulas sebelumnya membuktikan bahwa pelayanan perizinan berusaha di Indonesia 

telah mulai ditata secara terstruktur. Peraturan tersebut menyebabkan pelayanan 

perizinan berusaha secara bertahap menuju ke jenjang yang lebih baik. Perbedaan 

tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha melakukan kegiatan pelayanan 

perizinan khususnya pelayanan perizinan berusaha. Tetapi, ternyata dari semua 

peraturan tersebut belum dapat membawa perubahan yang memuaskan para pelaku 

usaha maupun pemerintah. 

Menyadari percepatan pelaksanaan usaha merupakan salah satu langkah yang 

paling nyata dalam meningkatkan pelayanan perizinan usaha bagi pelaku usaha. 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2) tentang Percepatan 

Pelaksanaan Usaha merinci upaya pemerintah di bidang ini dan menyebutkan bahwa 

salah satu cara untuk mempercepat pelaksanaan usaha adalah dengan menerapkan 

pendekatan berbasis risiko Online Single Submission atau sistem perizinan usaha. 

integrasi elektronik. Presiden Joko Widodo menandatangani dan menetapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018 pada pasal 1 ayat 5 

yang berbunyi : “ perizinan terintegritas secara elektronik atau Online Single 
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Submission atau yang disingkat OSS adalah peraturan yang  diterbitkan  oleh 

lembaga OSS atas nama menteri, gubernur, bupati, dan Walikota, serta para pelaku 

usaha”, melanjutkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan  

Penyelenggaraan Usaha. Pada intinya, PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini menekankan pada peraturan 

pelayanan sebelumnya yang bertujuan untuk mempersingkat prosedur yang rumit 

terkait dengan pengurusan izin usaha secara online untuk mencapai kemudahan dan 

mempercepat investasi dan usaha. Semua ini merupakan bagian dari rencana 

pemerintah untuk memodernisasi layanan dengan memanfaatkan teknologi baru. 

Namun jika dilihat dari pasar, khususnya di kabupaten Ogan Ilir, masih terdapat 

Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum memanfaatkan Internet untuk 

berbisnis, Pelayanan perizinan perusahaan yang terintegrasi secara elektronik 

merupakan salah satu sistem pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Landasan 

kebijakan Online Single Submission (OSS) di Ogan Ilir adalah peraturan Bupati 

Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Pada Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Ogan Ilir yang berbunyi : ”perizinan usaha terintegritas secara elektronik 

atau Online Single Submission selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan yang 

diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada pelaku usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegritas” . 

OSS resmi diluncurkan pada bulan Juni 2018. Sistem ini diterapkan di seluruh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Indonesia dalam hal 

kemudahan penerbitan izin usaha. Hal itu juga yang terjadi di DPMPTSP 
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Kabupaten Ogan Ilir. Semenjak diluncurkannya sistem OSS DPMPTSP Kabupaten 

Ogan Ilir ikut andil dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai 

yang tertera pada PP No.24 tahun 2018. 

Dalam penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di 

Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat DPMPTSP kabupaten Ogan Ilir. DPMPTSP 

Kabupaten Ogan Ilir memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan izin usaha 

karena hanya DPMPTSP yang bisa memberikan atau tidak memberikan surat izin 

legalitas berusaha kepada pelaku usaha sesuai dengan yang tertuang dalam PP No. 24 

tahun 2018. 

Sebagai kabupaten yang memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di tengah- 

tengah Provinsi Sumatra Selatan yang dilalui oleh jalur utama lintas Sumatera, 

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu tujuan utama para investor di Provinsi 

Sumatera Selatan untuk berinvestasi. Investasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir 

pada tahun 2019 mencapai Rp. 85,9 Milyar rupiah dan meningkat di tahun 2020 

sebesar Rp. 340 Milyar rupiah. Perubahan yang disebabkan oleh bertambahnya 

investasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir membuktikan bahwa Ogan Ilir bisa 

menjadi kabupaten yang baik dalam berinvestasi. Kemudian dalam hal ini 

DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir berperan sangat penting dalam upaya peningkatan 

investasi yang terjadi di Ogan Ilir. Untuk mempermudah DPMPTSP Ogan Ilir dalam 

menerbitkan izin usaha agar investor dapat dengan mudah berinvestasi di Kabupaten 

Ogan Ilir maka peran OSS sangat diperlukan dalam hal tersebut. 

Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu 

(DPMPTSP) kabupaten Ogan Ilir dalam menerapkan sistem Online Single 
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Submission (OSS) adalah sebagai berikut: 

 
1. DPMPTSP memberikan pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar 

melalui OSS, sampai mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). 

2. DPMPTSP melakukan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap 

komitmen pemohon dalam proses izin komersial/operasional. 

3. DPMPTSP melakukan koordinasi dengan OPD terkait komitmen pemohon 

melalui OSS, apabila sudah terdaftar, DPMPTSP dapat melanjutkan proses 

perizinan. 

4. Apabila koordinasi dengan OPD belum online, maka dapat dilakukan secara 

manual. 

5. Izin yang tidak tertuang dalam Peraturan Pemerintah 24 tahun 2018, DPMPTSP 

melakukan perizinan tidak melalui sistem OSS. 

Penerbitan NIB dapat menjadikan pelaku usaha lebih mudah dalam membuat 

perizinan. Saat ini jika pelaku usaha telah memiliki NIB maka sudah memiliki akses 

untuk menerima penerbitan surat izin usahanya. Karena NIB diterbitkan sebagai 

penyempurnaan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 

tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 

SIUP merupakan izin operasional bagi perorangan, perusahaan atau badan 

yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual  

beli barang atau jasa. Usaha yang wajib memiliki SIUP adalah CV, PT, terutama 

BUMN. Penulis menggunakan data SIUP dalam penelitian ini dikarenakan jumlah 

penerbitan SIUP yang sangat signifikan perubahannya, saat menggunakan sistem 
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manual dan setelah menggunakan sistem OSS untuk mempercepat dalam penerbitan 

izin. Selain itu, dalam sistem OSS mengutamakan peningkatan izin berusaha di 

bidang UMK. Adapun penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari tahun 

2014 sampai dengan 2018 di Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2014-2018 

 

No. Tahun Jumlah 

1. 2014 330 

2. 2015 417 

3. 2016 337 

4. 2017 201 

5. 2018 295 

 

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir 

 

Dari tabel jumlah penerbitan SIUP diatas maka dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2014 jumlah penerbitan SIUP adalah 330 izin, kemudian mengalami 

peningkatan pesat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 417 izin, namun pada tahun 2016 

penerbitan SIUP mengalami penurunan sehingga hanya 337 izin yang diterbitkan. 

Pada tahun berikutnya yaitu 2017 jumlah penerbitan SIUP kembali mengalami 

penurunan menjadi 201 izin. Kemudian pada tahun 2018 SIUP yang diterbitkan 

mengalami peningkatan dari satu tahun sebelumnya yaitu 295 izin. 

Pada tahun 2018 DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir masih melakukan adaptasi 

terhadap sistem OSS dan juga pada tahun tersebut masih dilakukannya 

pembelajaran sistem, sehingga DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir masih menggunakan 
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sistem manual dalam menerbitkan izin usaha. Namun hal ini tidak berlaku untuk 

tahun-tahun berikutnya karena DPMPTSP Ogan Ilir sudah menggunakan OSS di 

tahun 2019 dalam penerbitan izin usaha. Proses dalam OSS sendiri terdiri atas lima 

tahap yaitu registrasi, aktivasi akun, aplikasi permohonan dan mendapatkan nomor 

induk berusaha, pengajuan izin usaha, serta izin operasional dan izin komersial. 

Berikut adalah jumlah izin perdagangan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten 

Ogan Ilir setelah diterapkannya sistem OSS yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021 sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2019-2023 Menggunakan Sistem OSS 

 

No. Tahun Jumlah 

1. 2019 146 

2. 2020 71 

3. 2021 52 

4 2022 87 

5 2023 121 

 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir 

 
Dari data Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di DPMPTSP 

Ogan Ilir melalui sistem OSS dapat dilihat bahwa pada tahun pertama penerapan 

sistem OSS yaitu 2019 DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir menerbitkan 146 jumlah 

SIUP. Ini terjadi dikarenakan antusias masyarakat ketika diluncurkannya sistem OSS 

untuk pertama kali. Pada tahun selanjutnya yaitu di 2020 terdapat 71 jumlah SIUP 

yang telah diterbitkan melalui sistem OSS. Kemudian pada tahun 2021 jumlah 

penerbitan SIUP mengalami penurunan dengan jumlah 51 izin dan ditahun 
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2022 terdapat 87 jumlah SUP  dan terdapat 121 SIUP yang sudah diterbitkan, jadi 

dari awal penggunaan website OSS di DPMPTSP Ogan Ilir yaitu 2019 hingga 2023 

yang terdata sudah ada 356 surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang di buat degan 

rincian 156 surat dibuat melalui website OSS dan 200 surat izin dibuat dengan 

bantuan staf pegawai DPMPTSP Ogan Ilir. Jika data tersebut di olah menjadi tabel 

maka sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang 

Membuat Secara Mandiri dan Mengunakan Bantuan Staf DPMPTSP 

mengunakan website OSS 

 

 
NO 

 
TAHUN 

Pembuatan Melalui 

Bantuan Staf 

DPMPTSP 

Pembuatan 

Secara Mandiri 

Perbandingan Persentase 

Pembuatan Izin Melalui 

OSS 

1 2019 90 56 62% - 38% 

2 2020 41 30 58% - 42% 

3 2021 29 23 57% - 43% 

4 2022 40 47 45% - 55% 

5 2023 49 72 60% - 40% 

 

Sumber: Data Staf DPMPTSP Ogan Ilir 

 

Sejak OSS pertama kali digunakan di DPMPTSP Ogan Ilir pada tahun 2019 

pengurusan surat izin usaha perdagangan tidak semua pelaku usaha di kabupaten 

Ogan Ilir membuat SIUP mereka sendiri melalui website OSS, dilihat dari tabel di 

atas masih banyak masyarakat pelaku usaha yang membuat SIUP mereka 

menggunakan bantuan staf DPMPTSP Ogan Ilir ,hal ini menujukan bahwa meskipun 

peluncuran website OSS oleh pemerintah yang digunakan untuk mempermudah 

perizinan usaha dan meninggalkan cara lama yang rumit dan cenderung  lama 

ternyata masih banyak yang pelaku usaha di Ogan Ilir belum mengerti bagaimana 
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mekanisme, fungsi, dan cara penggunaan website tersebut, maka hal inilah yang akan 

di teliti lebih lanjut oleh penulis untuk mengetahui hal yang menjadi kendala dalam 

implementasikan kebijakan website OSS ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang maka terdapat 2 permasalahan penelitian ini yaitu: 

 
1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem Online Single Submission di Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Ogan Ilir. 

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala para pelaku usaha di kabupaten Ogan Ilir 

dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan melalui website Online Single 

Submission (OSS) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulis 

dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui dan menjelaskan Implementasi website Online Single Submission 

(OSS) dalam perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala 

pengimplementasian website Online Single Submission (OSS) di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. 

1.4 Manfaat 

 
1.4.1 Secara teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

seluruh civitas akademika jurusan Ilmu Administrasi Publik untuk pengembangan 
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implementasi kebijakan yang menggunakan teknologi. 

 
1.4.2 Secara praktis 

 

Secara praktis penelitian ini menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi 

praktisi dan staf (DPMPTSP) kabupaten Ogan Ilir dalam rangka penerapan 

implementasi website OSS untuk memperlancar perizinan usaha bagi masyarakat 

pelaku usaha di kabupaten Ogan Ilir. 
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